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BUPATI BANDUNG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 76 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2023 
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN 

SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa pendelegasian wewenang penandatanganan 
keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 
Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang 
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung; 
  b. bahwa dalam rangka efektifitas penadatangan keputusan 

dan surat-surat bidang kepegawaian di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung berkaitan dengan 
aparatur sipil negara yang menduduki jabatan 
fungsional, maka ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan 
dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung; 
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3424); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

  7. 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6264); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2023 Nomor 5); 
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MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT 
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANDUNG. 
 

   

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 
8 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang 
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 8) 
diubah menjadi sebagai berikut: 
 
 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 
berbunyi sebagai berikut:  
 

   
  Pasal 2 

(1) Bupati mendelegasikan sebagian kewewenangan 
untuk menadatangani Keputusan dan Surat-surat 
Bidang Kepegawaian kepada Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Jenis kewenangan pejabat yang ditunjuk yang 
berhak menandatangani mengenai Keputusan dan 
Surat yang didelegasikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
  2. Ketentuan lampiran sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 
2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan 
Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung diubah, 
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

   
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 
 

Ditetapkan di Soreang 
pada tanggal 13 Maret 2024 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
 

ttd 
 
 

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA 
 
 
Diundangkan di Soreang        
pada tanggal  13 Maret 2024 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 
 

                    ttd 
 
 

CAKRA AMIYANA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 76 
 
 
   Salinan sesuai dengan aslinya 
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